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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili pada
tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 13 Juli 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan jualan, tempat kediaman di

Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 12 Juni 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat
kediaman dahulu di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik di

dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27
Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Register Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 28 Juli 2020 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah

menikah pada tanggal 24 Oktober 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar
Propinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
177/20/X/2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar
Utara, Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara tertanggal 10
Desember 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal
bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Jalan Tanah Jawa
Gang Puri No. 38B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota

Pematangsiantar;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
bersama dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1

(Satu) orang anak yang bernama,;
- Anak Penggugat dan Tergugat (Lk) Lahir 24 Desember 2014

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak
bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

percekcokan / Pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami

sebagai kepala rumah tangga dan tidak memberikan nafkah;
4.2 Bahwa Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari

Penggugat dan Tergugat tanpa ada memberi kabar dan keberadaannya

kepada Penggugat;
5. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin

memuncak yang akhirnya pada bulan Maret 2018 terjadi percekcokan antara
Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat tidak lagi pernah memberi kabar
dan menghubungi Penggugat maupun Keluarga Penggugat sampai dengan
saat sekarang ini dan keberadaan Tergugat juga tidak diketahui lagi sudah 2

tahun 4 bulan lamanya;
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6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak memberikan
nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah
2 tahun 4 bulan lamanya, bahkan Tergugat juga tidak dapat memberikan
sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti

nafkah;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar
masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan

permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat sudah

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali

namun upaya pihak keluaga tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat
namun tidak membuahkan hasil, bahkan keberadaan Tergugat sampai saat
sekarang ini tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan Surat Keterangan
yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota
Pematangsiantar dengan nomor 470/346/KM-VI1/2020 tertanggal 23 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang

berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);
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Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah  ditetapkan
Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita
acara panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 28 Juli
2020 dan 28 Agustus 2020 Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Pst yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana
ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vyaitu
dengan diumumkan melalui media massa yaitu Radio Citra Anak Siantar (CAS)
88,6 MHz, berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar
Utara Kota Pematangsiantar 470/346/KM-VI1/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang
menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak
diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk
dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah
tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim (di setiap persidangan) telah
berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan
cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan
rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan
jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Nomor

177/20/X/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang bermeterai cukup dan

telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);
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Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi dua
orang, sebagai berikut:
1. Saksi Pertama umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS tempat
tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar sampai keduanya
pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup
rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
kurang lebih selama 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi merantau dan
setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke rumah
menemui Penggugat;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan meninggalkan harta
yang dapat digunakan sebagai nafkah;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberitahukan keberadaanya di
seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kepastian
keberadaan Tergugat;
- Bahwa oleh keluarga Penggugat sudah dinasihati agar

bersabar menunggu kahadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Kedua umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah bibi Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar sampai keduanya
pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup
rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
kurang lebih selama 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi merantau dan
setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke rumah
menemui Penggugat;

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan meninggalkan harta
yang dapat digunakan sebagai nafkabh;

- Bahwa Tergugat juga tidak memberitahukan keberadaanya di
seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kepastian
keberadaan Tergugat;

- Bahwa oleh keluarga Penggugat sudah dinasihati agar bersabar
menunggu kahadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan
keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang
pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup
menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka
9) dinyatakan perkara aquo mengenai gugatan perceraian, maka perkara ini
menjadi kewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie) dan oleh karena
Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Pematangsiantar yang
berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dihubungkan
dengan Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi),
Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara a quo (relative

competentie);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak
pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.
Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di
persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan
Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 dan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat
dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara
ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
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persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk
dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan
ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah optimal
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat
kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan
perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada
Majelis Hakim untuk Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap
Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2018 atau
kurang lebih selama 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat, namun setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak
diketahui keberadaanya. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak
pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan
pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok
dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu
akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan

merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
(secara dejure) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (conditio sine qua
non);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan

Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;
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Menimbang, bahwa bukti a quo telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah
sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang
merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende
bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2
ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301
ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil
alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti
tersebut dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus
dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang
pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak
dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil
dengan sepatutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan
sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan

oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan
perceraiannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi
dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk

didengar keterangannya di persidangan;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah
(vide Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian,
kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat
didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi a quo telah didengar keterangannya secara
sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah
memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai yang diketahui yang pada
pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hingga sekarang tidak pulang dan tidak
pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di
wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan
kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri
yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat
materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran
dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307,
308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi di
persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah

yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota

Pematansiantar;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama lebih
dari 2 (dua) tahun sampai sekarang;

4. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali
menemui Penggugat dan tidak memberi tahukan keberadaannya secara

jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan
Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai sekalipun telah dinasihati agar

bersabar menunggu kehadiran Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat rukun
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis alasan yang
dijadikan dalil gugatan mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan
perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Penggugat harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum
Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidhan
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut
syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawad dah, dan

rahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

selama 2 tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat memberitahukan
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keberadaannya kepada Penggugat selaku istrinya, menurut Majelis rumah tangga
Penggugat dan Tergugat akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut

peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena dalil-dalil
gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah
terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu -berikut Tergugat telah dinyatakan
tidak hadir tanpa alasan yang sah- dapat dikabulkan secara verstek
sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini (verstek) juga sesuai
dengan pendapat ahli figh dalam al-Anwar, juz Il, halaman 159 yang berbunyi:
“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan
(menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh
menerima gugatan (Penggugat).” Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan
dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku serta hujjah syar’iyyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pematangsiantar pada hari Senin tanggal 30 November 2020 M bertepatan
dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 H oleh kami Muhammad Irfan, S.H.l sebagai
Ketua Majelis, Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I dan M. Rizfan Wahyudi,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Ketua Majelis,

dto

Muhammad Irfan, S.H.l.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
dto dto
Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I. M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,
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dto
Dra. Husnah

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Rp 70.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 340.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp

100.000,00

5. Meterai Rp 6.000.00
Jumlah Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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